
PERATURAN BANK INDONESIA 

NOMOR 8/4/PBI/2006 

TENTANG 

PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE 

BAGI BANK UMUM 

 

 

GUBERNUR BANK INDONESIA, 

 

Menimbang: a. bahwa dengan semakin kompleksnya risiko yang dihadapi 

bank, maka semakin meningkat pula kebutuhan praktek 

good corporate governance oleh perbankan; 

 b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, 

melindungi kepentingan stakeholders dan meningkatkan 

kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang 

berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada 

industri perbankan, diperlukan pelaksanaan good corporate 

governance; 

 c. bahwa peningkatan kualitas pelaksanaan good corporate 

governance merupakan salah satu upaya untuk memperkuat 

kondisi internal perbankan nasional sesuai dengan Arsitektur 

Perbankan Indonesia (API); 

 d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, huruf b dan huruf c dipandang perlu untuk 

menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan 

Good Corporate Governance bagi Bank Umum; 

 
Mengingat … 
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Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 

31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3790); 

 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999  tentang Bank 

Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357); 

 

M E M U T U S K A N: 

 

Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG 

PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE 

BAGI BANK UMUM. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal    1 

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan: 

 

1. Bank … 
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1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang bank 

asing. 

2.   Komisaris: 

a. bagi Bank berbentuk hukum Perseroan Terbatas adalah komisaris 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas; 

b. bagi Bank berbentuk hukum Perusahaan Daerah adalah pengawas 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah; 

c. bagi Bank berbentuk hukum Koperasi adalah pengawas sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 

tentang Perkoperasian. 

3.   Direksi: 

a. bagi Bank berbentuk hukum Perseroan Terbatas adalah direksi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas; 

b. bagi Bank berbentuk hukum Perusahaan Daerah adalah direksi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah; 

c. bagi Bank berbentuk hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 

tentang Perkoperasian; 

d. bagi kantor cabang bank asing adalah pimpinan kantor cabang bank 

asing. 

 

 4. Komisaris … 
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4. Komisaris Independen adalah anggota dewan Komisaris yang tidak 

memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau 

hubungan keluarga dengan anggota dewan Komisaris lainnya, Direksi 

dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat 

mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.  

5.  Pihak Independen adalah pihak di luar Bank yang tidak memiliki hubungan 

keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga 

dengan dewan Komisaris, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali 

atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk 

bertindak independen. 

6. Good Corporate Governance adalah suatu tata kelola Bank yang 

menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas 

(accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi 

(independency), dan kewajaran (fairness). 

7. Stakeholders adalah seluruh pihak yang memiliki kepentingan secara 

langsung atau tidak langsung terhadap kegiatan usaha Bank.  

8. Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada 

Direksi atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional 

perusahaan atau Bank, antara lain pemimpin kantor cabang dan kepala 

Satuan Kerja Audit Intern. 

 

Pasal 2 

(1) Bank wajib melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance 

dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang 

organisasi. 

 

 
(2) Pelaksanaan … 
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(2) Pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) paling kurang harus diwujudkan dalam: 

a. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi; 

b. kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja 

yang menjalankan fungsi pengendalian intern bank; 

c. penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan auditor eksternal; 

d. penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern; 

e. penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar; 

f. rencana strategis Bank; 

g. transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank. 

 

Pasal 3 

Bank Indonesia melakukan penilaian  terhadap pelaksanaan Good Corporate 

Governance Bank. 

 

BAB II 

DEWAN KOMISARIS 

Bagian Pertama 

Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Dewan Komisaris 

Pasal 4 

(1) Jumlah anggota dewan Komisaris paling kurang 3 (tiga) orang dan paling 

banyak sama dengan jumlah anggota Direksi. 

(2) Paling kurang 1 (satu) orang anggota dewan Komisaris wajib berdomisili di 

Indonesia. 

 

 

 (3) Dewan … 
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(3) Dewan  Komisaris  dipimpin  oleh  Presiden  Komisaris atau Komisaris 

Utama. 

 

Pasal 5 

(1)  Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris dan Komisaris Independen. 

(2)  Paling kurang 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah anggota dewan 

Komisaris adalah Komisaris Independen. 

 

Pasal 6 

(1) Setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota dewan 

Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham harus memperhatikan 

rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi. 

(2)  Anggota dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan telah lulus 

Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and  Proper Test) sesuai dengan 

ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan 

(Fit and Proper Test). 

 

Pasal 7 

(1) Anggota dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota 

dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) 

lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan. 

(2) Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

apabila anggota dewan Komisaris: 

a. menjalankan tugas fungsional dari pemilik Bank yang berbentuk badan 

hukum; atau 

 
b. merangkap … 
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b. merangkap jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba, sepanjang 

yang bersangkutan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung 

jawab sebagai anggota dewan Komisaris Bank. 

(3)  Mayoritas anggota dewan Komisaris dilarang saling memiliki hubungan 

keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota dewan 

Komisaris dan/atau anggota Direksi. 

 

Bagian Kedua 

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris 

Pasal 8 

Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara 

independen.  

 

Pasal 9 

(1) Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya  pelaksanaan Good 

Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh 

tingkatan atau jenjang organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. 

(2) Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan 

tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada 

Direksi.  

(3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi  pelaksanaan 

kebijakan strategis Bank.  

 

 

 

 (4) Dalam … 
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(4) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan 

operasional Bank, kecuali:  

a. penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam 

ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit 

Bank Umum; dan 

b. hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau 

peraturan perundangan yang berlaku. 

(5) Pengambilan keputusan oleh dewan Komisaris sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4) tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan 

kepengurusan Bank. 

 

Pasal 10 

Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti 

temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank,  auditor 

eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas 

lain. 

 

Pasal 11 

Dewan Komisaris wajib memberitahukan kepada Bank Indonesia paling lambat 7 

(tujuh) hari kerja sejak ditemukannya:  

a. pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan 

perbankan; dan 

b. keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan 

usaha Bank.  

 

 Pasal 12 … 
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Pasal 12 

(1) Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung 

jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk paling kurang:  

a. Komite Audit; 

b. Komite Pemantau Risiko;  

c. Komite Remunerasi dan Nominasi. 

(2)  Dewan Komisaris dapat membentuk Komite Remunerasi dan Komite 

Nominasi secara terpisah.  

(3) Pengangkatan anggota komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan  rapat dewan Komisaris. 

(4)  Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa komite yang telah dibentuk 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)  menjalankan tugasnya 

secara efektif.  

(5)  Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib menyusun 

pedoman dan  tata tertib kerja komite. 

 

Pasal 13 

(1)  Dewan Komisaris  wajib  memiliki  pedoman dan tata  tertib kerja  yang  

bersifat mengikat  bagi setiap  anggota dewan Komisaris.  

(2) Pedoman dan tata  tertib  kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling 

kurang wajib mencantumkan: 

a. pengaturan etika kerja; 

b. waktu kerja; dan 

c. pengaturan rapat. 

 

 
 

Pasal 14 … 
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Pasal 14 

Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan 

tugas dan tanggung jawabnya secara optimal. 

 

Bagian Ketiga 

Rapat Dewan Komisaris 

Pasal 15 

(1) Rapat dewan Komisaris wajib diselenggarakan secara berkala paling 

kurang 4 (empat) kali dalam setahun.  

(2) Rapat dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 

dihadiri oleh seluruh anggota dewan Komisaris secara fisik paling kurang 2 

(dua) kali dalam setahun.  

 
Pasal 16 

(1) Pengambilan keputusan rapat dewan Komisaris dilakukan berdasarkan 

musyawarah mufakat. 

(2) Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. 

(3) Segala keputusan dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dan ayat (2) bersifat mengikat bagi seluruh anggota dewan Komisaris. 

(4) Hasil rapat dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 

dituangkan dalam  risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.  

(5) Perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat dewan 

Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan secara 

jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut. 

 

 Bagian … 
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Bagian Keempat 

Aspek Transparansi Dewan Komisaris 

Pasal 17 

Anggota  dewan  Komisaris wajib mengungkapkan:  

a.  kepemilikan sahamnya, baik pada bank yang bersangkutan maupun pada 

bank dan perusahaan  lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri; 

b.  hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota dewan 

Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham Bank,  

dalam laporan pelaksanaan Good Corporate Governance sebagaimana diatur 

dalam Peraturan Bank Indonesia ini.  

 

Pasal 18 

(1) Anggota dewan Komisaris dilarang memanfaatkan  Bank  untuk 

kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan 

atau mengurangi keuntungan Bank. 

(2) Anggota dewan Komisaris dilarang mengambil dan/atau menerima 

keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang 

ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham. 

(3) Anggota dewan Komisaris wajib mengungkapkan remunerasi dan fasilitas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada laporan pelaksanaan Good 

Corporate Governance sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank 

Indonesia ini.  

 

 

 

 

 BAB III … 
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BAB III 

DIREKSI 

Bagian Pertama 

Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Direksi 

Pasal 19 

(1) Jumlah anggota Direksi paling kurang 3 (tiga) orang. 

(2) Seluruh anggota Direksi wajib berdomisili di Indonesia. 

(3) Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur atau Direktur Utama. 

 

Pasal 20 

Presiden Direktur atau Direktur Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 

ayat (3) wajib berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham 

pengendali.  

 

Pasal 21 

(1) Setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi oleh 

dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham, harus 

memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi . 

(2) Mayoritas anggota Direksi paling kurang memiliki pengalaman 5 (lima) 

tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif bank. 

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi bank 

umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.   

(4) Setiap anggota Direksi harus memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian 

Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) sesuai dengan ketentuan 

Bank Indonesia tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and 

Proper Test). 
Pasal 22 … 



 

- 13 -

Pasal 22 

(1)  Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota dewan 

Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau 

lembaga lain.  

(2)  Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang 

memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal 

disetor pada Bank dan/atau pada suatu perusahaan lain. 

 

Pasal 23 

Mayoritas anggota Direksi dilarang saling memiliki hubungan keluarga  sampai 

dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota 

dewan Komisaris.  

 

Pasal 24 

Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang 

mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. 

 

Bagian Kedua 

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi 

Pasal  25 

(1) Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank. 

(2) Direksi wajib mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung 

jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

 

 
Pasal 26 … 
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Pasal  26 

Direksi wajib melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam 

setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. 

 

Pasal  27 

Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja 

audit intern Bank,  auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau 

hasil pengawasan otoritas lain. 

 
Pasal 28 

Dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Direksi paling kurang wajib membentuk:  

a. Satuan Kerja Audit Intern; 

b.  Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko; dan 

c.  Satuan Kerja Kepatuhan. 

 
Pasal  29 

Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada 

pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham. 

 

Pasal  30 

Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Bank yang bersifat 

strategis di bidang kepegawaian. 

 
 
 Pasal 31 … 
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Pasal  31 

Direksi dilarang menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional 

sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a. proyek bersifat khusus; 

b. didasari oleh kontrak yang jelas, yang sekurang kurangnya mencakup 

lingkup kerja, tanggung jawab dan jangka waktu pekerjaan serta biaya; 

c. konsultan adalah Pihak Independen dan memiliki kualifikasi untuk 

mengerjakan proyek yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada          

huruf a.  

 

Pasal 32 

Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang  akurat, relevan dan tepat 

waktu kepada dewan Komisaris.  

 

Pasal 33 

(1)  Direksi  wajib  memiliki  pedoman dan tata  tertib  kerja  yang  bersifat 

mengikat bagi setiap anggota Direksi.       

(2) Pedoman dan tata  tertib  kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling 

kurang wajib mencantumkan: 

a. pengaturan etika kerja; 

b. waktu kerja; dan 

c. pengaturan rapat. 

 

 

 

 
Pasal 34 … 
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Pasal 34 

Segala keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib 

kerja mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.  

 

Bagian Ketiga 

Rapat Direksi 

Pasal  35 

(1) Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui rapat 

Direksi dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 

9 ayat (4). 

(2) Pengambilan keputusan rapat Direksi  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. 

(3) Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. 

(4) Hasil rapat Direksi  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan 

dalam  risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.  

(5) Perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat Direksi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dicantumkan secara jelas 

dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut. 

 
Bagian Keempat 

Aspek Transparansi Direksi 

Pasal 36 

Anggota  Direksi wajib mengungkapkan:  

a.  kepemilikan sahamnya, baik pada Bank yang bersangkutan maupun pada 

bank dan perusahaan  lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri; 

 b. hubungan … 
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b.  hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota dewan 

Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham Bank,  

dalam laporan pelaksanaan Good Corporate Governance sebagaimana diatur 

dalam Peraturan Bank Indonesia ini.  

 

Pasal 37 

(1) Anggota Direksi dilarang memanfaatkan  Bank  untuk kepentingan pribadi, 

keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi 

keuntungan Bank.  

(2) Anggota Direksi dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan 

pribadi dari Bank, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan 

berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. 

(3) Anggota Direksi wajib mengungkapkan remunerasi dan fasilitas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada laporan pelaksanaan Good 

Corporate Governance sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank 

Indonesia ini. 

 

BAB IV 

KOMITE-KOMITE 

Bagian Pertama 

Struktur dan Keanggotaan Komite 

Pasal 38 

(1) Anggota Komite Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) 

huruf a paling kurang terdiri dari:  

a.  seorang Komisaris Independen; 

 

 b. seorang … 
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b. seorang dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang 

keuangan atau  akuntansi; dan 

c. seorang dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang 

hukum atau perbankan. 

(2) Komite Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Komisaris 

Independen. 

(3) Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite Audit sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1).  

(4) Komisaris Independen dan Pihak Independen yang menjadi anggota 

Komite Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang 51% 

(lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota Komite Audit.  

(5) Anggota Komite Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 

memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik. 

 

Pasal 39 

(1) Anggota Komite Pemantau Risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 

ayat (1) huruf b paling kurang terdiri dari: 

a. seorang Komisaris Independen; 

b. seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang 

keuangan; dan 

c. seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang 

manajemen risiko. 

(2) Komite Pemantau Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai 

oleh Komisaris Independen. 

(3) Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).  

 
(4) Komisaris … 
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(4) Komisaris Independen dan Pihak Independen yang menjadi anggota 

Komite Pemantau Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling 

kurang 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota Komite 

Pemantau Risiko.  

(5) Anggota Komite Pemantau Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

wajib memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik. 

 

Pasal 40 

(1) Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 12 ayat (1) huruf c  paling kurang terdiri dari: 

a.  seorang Komisaris Independen; 

b. seorang Komisaris; dan 

c. seorang Pejabat Eksekutif. 

(2) Komite Remunerasi dan Nominasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diketuai oleh Komisaris Independen. 

(3) Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite Remunerasi dan 

Nominasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(4) Dalam hal anggota Komite Remunerasi dan Nominasi ditetapkan lebih dari 

3 (tiga) orang maka  anggota Komisaris Independen paling kurang 

berjumlah 2 (dua) orang. 

 

Pasal 41 

Dalam hal Bank membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi secara terpisah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) maka keanggotaan masing-

masing komite tersebut adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 40.  

 

 Bagian … 
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Bagian Kedua 

Jabatan Rangkap Ketua Komite 

Pasal 42 

Ketua komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 hanya dapat merangkap 

jabatan sebagai ketua komite paling banyak pada 1 (satu) komite lainnya. 

 

Bagian Ketiga 

Tugas dan Tanggung Jawab Komite 

Pasal 43 

(1) Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan 

pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam 

rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses 

pelaporan keuangan. 

(2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Komite Audit paling kurang melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:  

a. pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern; 

b. kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan 

standar audit yang berlaku; 

c. kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku; 

d. pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja 

Audit Intern, akuntan publik, dan hasil pengawasan Bank Indonesia, 

guna memberikan rekomendasi kepada dewan Komisaris. 

(3) Komite Audit wajib memberikan rekomendasi mengenai penunjukan 

Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada dewan Komisaris 

untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham. 

 

 Pasal 44 … 
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Pasal 44 

Komite Pemantau Risiko paling kurang melakukan:  

a. evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan 

pelaksanaan kebijakan tersebut;  

b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan 

Satuan Kerja Manajemen Risiko, 

guna memberikan rekomendasi kepada dewan Komisaris. 

 

Pasal 45 

Komite Remunerasi dan Nominasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12             

ayat (1) huruf c mempunyai tugas dan tanggung jawab paling kurang:  

a.  terkait dengan kebijakan remunerasi: 

1)  melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi ; dan  

2)   memberikan rekomendasi kepada dewan Komisaris mengenai: 

a) kebijakan remunerasi bagi dewan Komisaris dan Direksi untuk 

disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham; 

b) kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara 

keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi;  

b.  terkait dengan kebijakan nominasi:  

1) menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta 

prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota dewan Komisaris 

dan Direksi kepada dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat 

Umum Pemegang Saham; 

2)  memberikan rekomendasi mengenai calon anggota dewan Komisaris 

dan/atau Direksi kepada dewan Komisaris untuk disampaikan kepada 

Rapat Umum Pemegang Saham; 

 3) memberikan … 
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3)  memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan 

menjadi anggota Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat 

(1) huruf b dan huruf c, Pasal 39 ayat (1) huruf b dan huruf c kepada 

dewan Komisaris.  

 

Pasal 46 

Komite Remunerasi dan Nominasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 

(1) huruf c wajib memastikan bahwa kebijakan remunerasi paling kurang sesuai 

dengan: 

a. kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

b. prestasi kerja individual; 

c. kewajaran dengan peer group; dan 

d. pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Bank. 

 

Bagian Kelima 

Rapat Komite 

Pasal  47 

(1) Rapat Komite diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan Bank.  

(2) Rapat Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko hanya dapat 

dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51% (lima puluh satu 

perseratus) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen 

dan Pihak Independen.  

 

 

 

 (3) Rapat … 
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(3) Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi hanya dapat dilaksanakan apabila 

dihadiri oleh paling kurang 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah 

anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif. 

 

Pasal 48 

(1) Keputusan rapat komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. 

(2) Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. 

(3) Hasil rapat komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan 

dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.  

(4) Perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat komite 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dicantumkan secara jelas 

dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut. 

 

BAB V 

FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN DAN AUDIT EKSTERN 

Bagian Pertama 

Fungsi Kepatuhan Bank 

Pasal 49 

Bank wajib memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan 

Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. 

 

 

 

 

 

 Pasal 50 … 
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Pasal 50 

(1) Dalam rangka memastikan kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

49, Bank wajib menunjuk seorang Direktur Kepatuhan dengan berpedoman 

pada persyaratan dan tata cara sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank 

Indonesia tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (Compliance Director) 

dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum. 

(2) Dalam rangka membantu pelaksanaan fungsi Direktur Kepatuhan secara 

efektif, Bank membentuk satuan kerja kepatuhan (compliance unit) yang 

independen terhadap satuan kerja operasional. 

(3) Satuan kerja kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib 

menyusun dan mengkinikan pedoman kerja, sistem dan prosedur. 

  

Bagian Kedua 

Fungsi Audit Intern 

Pasal 51 

(1) Bank wajib menerapkan fungsi audit intern secara efektif dengan 

berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana diatur dalam 

ketentuan Bank Indonesia tentang Penugasan Direktur Kepatuhan 

(Compliance Director) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit 

Intern Bank Umum.  

(2) Dalam rangka pelaksanaan fungsi audit intern secara efektif, Bank 

membentuk Satuan Kerja Audit Intern yang independen terhadap satuan 

kerja operasional. 

(3) Satuan Kerja Audit Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2)                  

wajib menyusun dan  mengkinikan  pedoman  kerja,  sistem  dan  prosedur,  

 

 sebagaimana … 
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sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Penugasan 

Direktur Kepatuhan (Compliance Director) dan Penerapan Standar 

Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum.  

 

Bagian Ketiga 

Fungsi Audit Ekstern 

Pasal 52 

(1) Bank wajib menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang 

terdaftar di Bank Indonesia dalam pelaksanaan audit laporan keuangan 

Bank.   

(2) Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan 

Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan calon yang diajukan oleh 

dewan Komisaris sesuai rekomendasi Komite Audit. 

(3) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penunjukan  Akuntan 

Publik dan Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

wajib memenuhi ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang 

Transparansi Kondisi Keuangan Bank. 

 

BAB VI 

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO 

Pasal 53 

Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif, yang                   

disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta  

 

 

 kemampuan … 
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kemampuan Bank dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara 

sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Penerapan 

Manajemen Risiko bagi Bank Umum. 

 

BAB VII 

PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT   

DAN PENYEDIAAN DANA BESAR 

Pasal 54 

Dalam rangka menghindari kegagalan usaha Bank sebagai akibat konsentrasi 

penyediaan  dana dan meningkatkan independensi pengurus Bank terhadap 

potensi intervensi dari pihak terkait, Bank wajib menerapkan prinsip kehati-

hatian dalam penyediaan dana antara lain dengan menerapkan 

penyebaran/diversifikasi portofolio penyediaan dana yang diberikan. 

 

Pasal 55 

Pelaksanaan penyediaan dana kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana 

besar (large exposures) wajib berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia 

tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum. 

 

BAB VIII 

RENCANA STRATEGIS BANK 

Pasal 56 

(1) Bank wajib menyusun rencana strategis dalam bentuk rencana korporasi 

(corporate plan) dan rencana bisnis (business plan). 

 

 
(2) Penyampaian … 
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(2) Penyampaian rencana korporasi (corporate plan) sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dan perubahannya kepada Bank Indonesia berpedoman pada 

ketentuan Bank Indonesia tentang Bank Umum. 

(3) Penyusunan  dan penyampaian rencana bisnis (business plan) sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia 

tentang Rencana Bisnis Bank Umum. 

 

BAB IX 

ASPEK TRANSPARANSI  KONDISI BANK 

Pasal 57 

(1) Bank wajib melaksanakan transparansi kondisi keuangan dan non-

keuangan kepada  Stakeholders. 

(2) Dalam rangka pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non-

keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank wajib menyusun dan 

menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur 

dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan 

Bank. 

 

Pasal 58 

Bank wajib melaksanakan transparansi informasi mengenai produk dan 

penggunaan data  nasabah  Bank  dengan  berpedoman  pada persyaratan dan tata 

cara sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi 

Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah. 

 

 

 

 BAB X … 
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BAB X 

PELAPORAN INTERNAL DAN BENTURAN KEPENTINGAN 

Bagian Pertama 

Pelaporan Internal 

Pasal 59 

Dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi 

dan kualitas proses pengawasan oleh dewan Komisaris, Bank wajib memastikan 

ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem 

informasi manajemen yang memadai. 

 

Bagian Kedua 

Penanganan Benturan Kepentingan 

Pasal 60 

Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota dewan Komisaris, anggota 

Direksi dan Pejabat Eksekutif dilarang mengambil tindakan yang dapat 

merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank dan wajib mengungkapkan 

benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan. 

 

BAB XI 

LAPORAN DAN PENILAIAN PELAKSANAAN  

GOOD CORPORATE GOVERNANCE 

Bagian Pertama 

Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance 

Pasal 61 

(1) Bank wajib menyusun laporan pelaksanaan Good Corporate Governance 

pada setiap akhir tahun buku. 
(2) Laporan … 
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(2) Laporan pelaksanaan Good Corporate Governance sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), paling kurang meliputi:  

a. cakupan Good Corporate Governance sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 ayat (2) dan hasil penilaian (self assesment) atas pelaksanaan 

Good Corporate Governance Bank;  

b. kepemilikan saham anggota dewan Komisaris serta hubungan 

keuangan dan hubungan keluarga anggota dewan Komisaris dengan 

anggota dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang 

saham Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; 

c. kepemilikan saham anggota Direksi serta hubungan keuangan dan 

hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota dewan Komisaris, 

anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham Bank sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 36; 

d. paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi dewan Komisaris 

serta Direksi; 

e. shares option yang dimiliki Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif; 

f. rasio gaji tertinggi dan gaji terendah;  

g. frekuensi rapat dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam         

Pasal 15; 

h. jumlah penyimpangan (internal fraud) yang terjadi dan upaya 

penyelesaian oleh Bank; 

i. jumlah permasalahan hukum  dan upaya penyelesaian oleh Bank; 

j. transaksi yang mengandung benturan kepentingan; 

k. buy back shares dan/atau buy back obligasi Bank; dan 

l. pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik, baik 

nominal maupun penerima dana. 

 

 (3) Pengungkapan … 
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(3) Pengungkapan paket/kebijakan remunerasi fasilitas lain bagi dewan 

Komisaris dan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling 

kurang mencakup jumlah anggota dewan Komisaris, jumlah anggota 

Direksi, dan jumlah keseluruhan gaji, tunjangan (benefits), kompensasi 

berbasis saham, bentuk remunerasi lainnya, dan fasilitas  yang ditetapkan 

berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. 

 

Pasal 62 

(1)  Bank wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Good Corporate 

Governance sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61  kepada pemegang 

saham dan kepada:  

a. Bank Indonesia; 

b. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI); 

c. Lembaga pemeringkat di Indonesia; 

d. Asosiasi-asosiasi Bank di Indonesia; 

e. Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI);  

f. 2 (dua) lembaga penelitian di bidang ekonomi dan keuangan;  

g. 2 (dua) majalah ekonomi dan keuangan, 

paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku berakhir. 

(2)  Bagi Bank yang telah memiliki homepage wajib menginformasikan laporan 

pelaksanaan Good Corporate Governance sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) pada homepage Bank paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun 

buku berakhir. 

(3)  Laporan pelaksanaan Good Corporate Governance sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) disampaikan pertama kali untuk posisi laporan akhir 

Desember 2007. 

 
(4) Bank … 
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(4)  Bank dianggap terlambat menyampaikan laporan pelaksanaan Good 

Corporate Governance apabila Bank menyampaikan laporan dimaksud 

kepada Bank Indonesia melampaui batas akhir waktu penyampaian laporan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetapi belum melampaui 1 (satu) 

bulan sejak batas akhir waktu penyampaian laporan. 

(5)  Bank dianggap tidak menyampaikan laporan Good Corporate Governance 

apabila Bank belum menyampaikan laporan dimaksud dalam batas waktu 

keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4). 

 

Pasal 63 

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan laporan pelaksanaan Good 

Corporate Governance sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 diatur dengan 

Surat Edaran Bank Indonesia. 

 

Pasal 64 

Penyampaian laporan pelaksanaan Good Corporate Governance kepada Bank 

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a dialamatkan 

kepada:   

a. Direktorat Pengawasan Bank terkait, Jl. MH Thamrin No. 2, Jakarta 10110, 

bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank 

Indonesia;  

b. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di luar 

wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia. 

 

 

 

 Bagian … 
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Bagian Kedua 

Penilaian Pelaksanaan Good Corporate Governance 

(Self Assessment) 

Pasal 65 

(1) Bank wajib melakukan penilaian (self assessment) atas pelaksanaan Good 

Corporate Governance Bank yang mencakup hal-hal sebagaimana diatur 

dalam Pasal 2 ayat (2) paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun. 

(2) Hasil penilaian (self assessment) pelaksanaan Good Corporate Governance 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari laporan pelaksanaan Good Corporate Governance. 

(3) Tata cara penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 

Surat Edaran Bank Indonesia. 

 

Pasal 66 

(1) Dalam rangka melakukan penilaian terhadap pelaksanaan Good Corporate 

Governance sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Bank Indonesia dapat 

melakukan penilaian atau evaluasi terhadap hasil penilaian (self 

assessment) pelaksanaan Good Corporate Governance sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1). 

(2) Berdasarkan hasil penilaian atau evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Bank Indonesia dapat meminta Bank untuk menyampaikan action plan 

yang memuat langkah-langkah perbaikan yang wajib dilaksanakan oleh 

Bank dengan target waktu tertentu.  

 

 

 
(3) Dalam … 
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(3) Dalam hal diperlukan Bank Indonesia dapat meminta Bank untuk 

melakukan penyesuaian action plan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dan/atau melakukan pemeriksaan khusus terhadap hasil perbaikan 

pelaksanaan Good Corporate Governance yang telah dilakukan oleh Bank. 

 

BAB XII 

PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE  

PADA KANTOR CABANG BANK ASING 

Pasal 67 

(1)  Kantor cabang bank asing wajib memenuhi ketentuan tentang pelaksanaan 

Good Corporate Governance sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank 

Indonesia ini.  

(2)  Pelaksana fungsi dewan Komisaris dan pembentukan komite disesuaikan 

dengan struktur organisasi yang berlaku pada bank yang bersangkutan.  

(3)  Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi seluruh 

fungsi yang diperlukan dalam pelaksanaan Good Corporate Governance 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini. 

 

Pasal 68 

Bank Indonesia berwenang meminta penyesuaian struktur organisasi kantor 

cabang bank asing untuk memastikan terlaksananya Good Corporate 

Governance sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia ini. 

 

 

 

 

 BAB XIII … 
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BAB XIII 

SANKSI 

Bagian Pertama 

Sanksi Pelaksanaan Good Corporate Governance 

Pasal 69 

Bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal  4, 

Pasal  5, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 

14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal  19, Pasal  20, Pasal 22, Pasal 23, 

Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, 

Pasal 32, Pasal 33, Pasal 35, Pasal 36, Pasal  37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, 

Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, 

Pasal 49, Pasal 50 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 52 ayat (2), Pasal 59, Pasal 60, 

Pasal 65, Pasal 67 dikenakan sanksi administratif antara lain berupa:  

a. teguran tertulis; 

b. penurunan tingkat kesehatan berupa penurunan peringkat faktor 

manajemen dalam penilaian tingkat kesehatan; 

c. larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring; 

d. pembekuan kegiatan usaha tertentu;  

e. pemberhentian pengurus Bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat 

pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat 

Anggota Koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan 

Bank Indonesia; dan 

f. pencantuman anggota pengurus, pegawai, pemegang saham  Bank dalam 

daftar tidak lulus melalui mekanisme uji kepatutan dan kelayakan (fit and 

proper test). 

 

 
Pasal 70 … 
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Pasal 70 

Bank yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 49, Pasal 50 ayat (1), Pasal 51 dan 

Pasal 52 ayat (1), ayat (3) serta ayat (4) dikenakan sanksi sebagaimana diatur 

dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Penugasan Direktur Kepatuhan 

(Compliance Director) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern 

Bank Umum dan Peraturan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi 

Keuangan Bank.  

 

Pasal 71 

Bank yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 53 dikenakan sanksi sebagaimana 

diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Penerapan Manajemen Risiko 

bagi Bank Umum. 

 

Pasal 72 

Bank yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 54 dan Pasal 55 dikenakan sanksi 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum 

Pemberian Kredit Bank Umum. 

 

Pasal 73 

Bank yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 56 dikenakan sanksi sebagaimana 

diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Bank Umum dan Peraturan Bank 

Indonesia tentang Rencana Bisnis Bank Umum.  

 

 

 

 
Pasal 74 … 
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Pasal 74 

Bank yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 57 dan Pasal 58 dikenakan sanksi 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Transparansi 

Kondisi Keuangan Bank dan Peraturan Bank Indonesia tentang Transparansi 

Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah. 

 

Bagian Kedua 

Sanksi Pelaporan 

Pasal 75 

(1) Bank yang terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 62 ayat (4) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar                     

Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan.  

(2) Bank yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 62 ayat (5) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar                     

Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan teguran tertulis oleh Bank 

Indonesia. 

(3) Bank yang menyampaikan laporan yang dinilai tidak benar dan atau tidak 

lengkap secara signifikan sebagaimana diatur dalam Pasal 61 dan Pasal 63 

dikenakan sanksi administratif berupa kewajiban membayar sebesar            

Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan sanksi 

administratif antara lain berupa: 

a. penurunan tingkat kesehatan berupa penurunan peringkat faktor 

manajemen dalam penilaian tingkat kesehatan 

b. larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring; 

c. pembekuan kegiatan usaha tertentu;  

 

 d. pemberhentian … 
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d. pemberhentian pengurus Bank dan selanjutnya menunjuk dan 

mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang 

Saham atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengganti yang tetap 

dengan persetujuan Bank Indonesia; dan atau 

e. pencantuman anggota pengurus, pegawai, pemegang saham Bank 

dalam daftar tidak lulus melalui mekanisme uji kepatutan dan 

kelayakan (fit and proper test). 

(4) Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) dilakukan setelah Bank diberikan 2 (dua) kali surat teguran oleh Bank 

Indonesia dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja untuk setiap teguran 

dan Bank tidak memperbaiki laporan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari 

kerja setelah surat teguran terakhir. 

 

BAB XIV 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 76 

(1) Bank yang telah go public dan atau memiliki aset 

Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah)  atau lebih wajib 

memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan 

Pasal 12 paling lambat akhir bulan Juni 2007. 

(2) Bank yang belum go public dan memiliki aset lebih kecil dari 

Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) wajib memenuhi:  

a. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 12 

ayat (1) huruf a dan huruf b paling lambat pada akhir bulan Juni 2007; 

dan 

 

 
b. ketentuan … 
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b.  ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c 

paling lambat pada akhir bulan Juni 2008. 

 

Pasal 77 

Bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib 

memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) paling 

lambat pada akhir bulan Juni 2007. 

 

BAB XV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 78 

Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini maka:  

a. Pasal 21 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Nomor 32/37/KEP/DIR tanggal 

12 Mei 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pembukaan Kantor 

Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Perwakilan dari Bank yang 

Berkedudukan di Luar Negeri; 

b. Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 Peraturan Bank Indonesia Nomor 

2/27/PBI/2000 tanggal 15 Desember 2000 tentang Bank Umum;  

c. Pasal 6 huruf c Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tanggal 19 

Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, 

d. Pasal 23 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 24, Pasal 25 ayat (1), ayat (3), ayat (5) 

dan ayat (6) Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tanggal          

14 Oktober 2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha 

Berdasarkan Prinsip Syariah.  

dinyatakan tidak berlaku.  

 

 Pasal 79 … 
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Pasal 79 

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

 

Ditetapkan di  Jakarta 

Pada tanggal 30 Januari 2006                     

 

GUBERNUR BANK INDONESIA, 

 

 

 

BURHANUDDIN ABDULLAH 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR 6 

DPNP 



PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN BANK INDONESIA 

NOMOR 8/4/PBI/2006 

TENTANG 

PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE 

BAGI BANK UMUM 

 

 

UMUM 

Perkembangan industri perbankan yang sangat pesat umumnya disertai 

dengan semakin kompleksnya kegiatan usaha bank yang mengakibatkan 

peningkatan eksposur risiko bank. Good corporate governance pada industri 

perbankan menjadi lebih penting untuk saat ini dan masa-masa yang akan datang, 

mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan akan 

semakin meningkat. 

Dalam rangka meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan 

stakeholders dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan serta nilai-nilai etika (code of conduct) yang berlaku secara umum 

pada industri perbankan, bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan 

berpedoman pada prinsip-prinsip Good Corporate Governance. 

Pelaksanaan Good Corporate Governance pada industri perbankan          

harus senantiasa berlandaskan pada lima prinsip dasar. Pertama, tranparansi 

(transparency), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi                     

yang   material  dan   relevan   serta   keterbukaan  dalam   melaksanakan   proses          

 

 

 Pengambilan … 
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pengambilan keputusan. Kedua, akuntabilitas (accountability) yaitu kejelasan 

fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga 

pengelolaannya berjalan secara efektif. Ketiga, pertanggungjawaban 

(responsibility) yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat. 

Keempat, independensi (independency) yaitu pengelolaan bank secara 

profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun. Kelima, kewajaran 

(fairness) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholder 

yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Dalam rangka menerapkan kelima prinsip dasar tersebut di atas, bank 

wajib berpedoman pada berbagai ketentuan dan persyaratan minimum serta 

pedoman yang terkait dengan pelaksanaan good corporate governance.  

Dalam upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan good 

corporate governance, bank diwajibkan secara berkala melakukan self 

assessment terhadap kecukupan pelaksanaan good corporate governance dan 

menyusun laporan pelaksanaannya, sehingga apabila masih terdapat kekurangan-

kekurangan maka dapat segera dilakukan tindakan-tindakan korektif yang 

diperlukan.  

 

PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal 1 

Angka 1 sampai dengan angka 8 

Cukup jelas. 

 

 

 Pasal 2 … 
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Pasal 2 

Ayat (1) 

Pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam 

setiap kegiatan usahanya termasuk pada saat penyusunan visi, misi, 

rencana strategis, pelaksanaan kebijakan, dan langkah-langkah 

pengawasan internal pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 

Ayat (2)  

Huruf a 

Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab dewan Komisaris dan 

Direksi mengacu pada anggaran dasar Bank dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan Bank 

Indonesia yang mengatur pelaksanaan tugas dan tanggungjawab 

tersebut. 

Huruf b 

Pembentukan komite antara lain dimaksudkan untuk membantu 

kelancaran tugas pengawasan oleh Komisaris sedangkan tugas 

pengendalian oleh Direksi didukung oleh pembentukan satuan 

kerja yang  melakukan fungsi pengendalian seperti satuan kerja 

audit intern, satuan kerja kepatuhan, dan satuan kerja 

manajemen risiko Bank. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

 

 

 
Huruf e … 
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Huruf e 

Yang dimaksud dengan pihak terkait adalah sebagaimana 

dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Batas 

Maksimum Pemberian Kredit bagi Bank Umum. 

Huruf f 

Rencana strategis Bank meliputi rencana korporasi (corporate 

plan) maupun rencana bisnis (business plan). 

Huruf g  

Transparansi meliputi aspek pengungkapan (disclosure) 

informasi Bank yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif 

kepada Stakeholders. 

 

Pasal 3 

Cukup jelas. 

 

Pasal 4 

Ayat (1)  

Cukup jelas.  

Ayat (2) 

Cukup jelas.  

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

 

 

 

 

 Pasal 5 … 
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Pasal 5 

Ayat (1)  

Keberadaan Komisaris Independen dimaksudkan untuk mendorong 

terciptanya iklim dan lingkungan kerja yang lebih obyektif dan 

menempatkan kewajaran (fairness) dan kesetaraan  di antara berbagai 

kepentingan termasuk kepentingan pemegang saham minoritas dan 

Stakeholders lainnya.  

Ayat (2) 

Cukup jelas.  

  

Pasal 6 

Ayat (1)  

Cukup jelas.  

Ayat (2)  

Cukup jelas.  

 

Pasal 7 

Ayat (1) 

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal ini anggota dewan Komisaris 

tidak dapat merangkap jabatan pada bank umum, bank perkreditan 

rakyat, dan lembaga keuangan lainnya baik di dalam maupun di luar 

negeri.  

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan menjalankan tugas fungsional adalah apabila 

fungsi yang bersangkutan di badan hukum pemilik Bank hanya 

sebatas melakukan pengawasan. 
Ayat (3) … 
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Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua 

adalah hubungan baik vertikal maupun horizontal, termasuk mertua, 

menantu dan ipar, sehingga yang dimaksud dengan keluarga meliputi:  

1. orang tua kandung/tiri/angkat;  

2. saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istrinya;  

3. anak kandung/tiri/angkat;  

4. kakek/nenek kandung/tiri/angkat;  

5. cucu kandung/tiri/angkat;  

6. saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua beserta suami atau istrinya; 

7. suami/istri;  

8. mertua; 

9. besan; 

10. suami/istri dari anak kandung/tiri/ angkat;  

11. kakek atau nenek dari suami atau istri;  

12. suami/istri dari cucu kandung/ tiri/angkat;  

13. saudara kandung/tiri/angkat dari suami atau istri beserta suami atau 

istrinya. 

Yang dimaksud dengan mayoritas adalah lebih dari 50% (lima puluh 

perseratus) dari seluruh jumlah anggota Direksi. 

 

Pasal 8 

Yang dimaksud dengan independen dalam Pasal ini adalah pelaksanaan 

tugas secara obyektif dan bebas dari tekanan dan kepentingan pihak 

manapun.  

 
 
 Pasal 9 … 
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Pasal 9 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Yang dimaksud dengan kegiatan operasional adalah kegiatan kredit, 

treasury, penghimpunan dana dan kegiatan operasional lainnya.  

Huruf a 

Cukup jelas.  

Huruf b 

Penetapan dalam Anggaran Dasar mengenai hal-hal lain yang 

pengambilan keputusannya memerlukan keterlibatan dewan 

Komisaris diarahkan kepada hal-hal yang strategis dan 

mempengaruhi kelangsungan usaha Bank.  

Ayat (5)  

Cukup jelas.  

 

Pasal 10 

Yang dimaksud dengan otoritas lain adalah termasuk namun tidak terbatas 

pada: 

a. Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam); dan/atau  

b. otoritas pengawasan terhadap parent bank. 

 

 Pasal 11 … 
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Pasal 11 

Cukup jelas.  

 

Pasal 12 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4)  

Cukup jelas. 

Ayat (5)  

Cukup jelas. 

 

Pasal 13 

Ayat (1)  

Cukup jelas. 

Ayat (2)  

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b  

Cukup jelas. 

 

 

 
Huruf c … 
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Huruf c 

Pengaturan rapat antara lain mengatur tentang agenda rapat, 

persyaratan quorum, pengambilan keputusan, hak anggota 

dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam pengambilan 

keputusan dan risalah rapat. 

 

Pasal 14 

Indikator penyediaan waktu yang cukup dicerminkan antara lain oleh 

kehadiran yang bersangkutan sesuai waktu kerja yang telah ditetapkan 

dalam tata tertib dan tingkat kehadiran yang bersangkutan dalam rapat. 

 

Pasal 15 

Ayat (1) 

Bentuk rapat disesuaikan dengan kebutuhan Bank antara lain dengan 

cara penggunaan teknologi telekonferensi.  

Ayat (2)  

Diupayakan agar seluruh anggota dewan Komisaris dapat hadir 

secara fisik pada rapat dalam rangka evaluasi/penetapan kebijakan 

strategis dan evaluasi realisasi rencana bisnis Bank. 

 

Pasal 16 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

 
Ayat (3) … 
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Ayat (3)  

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 17  

Cukup jelas. 

 

Pasal 18 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Tidak termasuk dalam pengertian keuntungan pribadi antara lain 

dalam hal anggota dewan Komisaris sebagai nasabah Bank menerima 

penghasilan bunga/imbalan secara wajar. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 19 

Ayat (1) 

Cukup jelas.  

 

 

 
Ayat (2) … 
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Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 20 

Yang dimaksud dengan pemegang saham pengendali adalah Pemegang 

Saham Pengendali sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia 

tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test). 

Penilaian independensi didasarkan pada keterkaitan yang bersangkutan 

pada kepengurusan, kepemilikan dan/atau hubungan keuangan, serta 

hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali. 

 

Pasal 21 

Ayat (1)  

Tidak termasuk penggantian sementara sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-undang tentang Perseroan Terbatas. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan mayoritas adalah lebih dari 50% (lima puluh 

perseratus) dari seluruh jumlah anggota Direksi.  

Pengertian bank pada ayat ini tidak termasuk bank perkreditan rakyat. 

Ayat (3)  

Cukup jelas. 

Ayat (4)  

Cukup jelas. 

 

 Pasal 22 … 
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Pasal 22 

Ayat (1)  

Yang dimaksud dengan bank pada ayat ini adalah bank umum dan 

bank perkreditan rakyat, baik di dalam maupun di luar negeri. 

Ayat (2)  

Cukup jelas. 

 

Pasal 23 

Yang dimaksud dengan hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua 

adalah hubungan baik vertikal maupun horizontal, termasuk mertua, 

menantu dan ipar, sehingga yang dimaksud dengan keluarga meliputi:  

1. orang tua kandung/tiri/angkat;  

2. saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istrinya;  

3. anak kandung/tiri/angkat;  

4. kakek/nenek kandung/tiri/angkat;  

5. cucu kandung/tiri/angkat;  

6. saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua beserta suami atau istrinya; 

7. suami/istri;  

8. mertua; 

9. besan; 

10. suami/istri dari anak kandung/tiri/ angkat;  

11. kakek atau nenek dari suami atau istri;  

12. suami/istri dari cucu kandung/ tiri/angkat;  

13. saudara kandung/tiri/angkat dari suami atau istri beserta suami atau 

istrinya. 

 

 Yang … 
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Yang dimaksud dengan mayoritas adalah lebih dari 50% (lima puluh 

perseratus) dari seluruh jumlah anggota Direksi. 

 

Pasal 24 

Yang dimaksud dengan pihak lain adalah satu orang karyawan atau lebih 

atau orang lain.  

 

Pasal   25 

Ayat (1)  

Cukup jelas. 

Ayat (2)  

Cukup jelas.  

 

Pasal  26 

Cukup jelas. 

 

Pasal  27 

Yang dimaksud dengan otoritas lain adalah termasuk namun tidak terbatas 

pada: 

a. Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) ; dan/atau  

b. otoritas pengawasan terhadap parent bank.  

 
 
 
 
 
 
 

Pasal 28 … 
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Pasal  28 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan Satuan Kerja Audit Intern adalah Satuan 

Kerja Audit Intern sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank 

Indonesia tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (Compliance 

Director) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern 

Bank Umum. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Komite 

Manajemen Risiko adalah Satuan Kerja Manajemen Risiko dan 

Komite Manajemen Risiko sebagaimana  diatur dalam ketentuan 

Bank Indonesia tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank 

Umum. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan Satuan Kerja Kepatuhan adalah satuan kerja 

yang bertugas membantu pelaksanaan fungsi direktur kepatuhan 

sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Direktur 

Kepatuhan (Compliance Director) dan Penerapan Standar 

Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum. 

 

Pasal  29 

Cukup jelas. 

 

Pasal  30 

Cukup jelas. 

 
Pasal 31 … 
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Pasal  31 

Huruf a 

Termasuk dalam kategori proyek yang bersifat khusus antara lain 

adalah proyek teknologi informasi atau pengembangan kehumasan 

(public relations) yang memiliki kriteria seperti adanya target waktu 

tertentu. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

 

Pasal 32 

Data dan informasi dimaksud diperlukan dalam kaitan tugas dan tanggung 

jawab dewan Komisaris untuk melakukan pengawasan terhadap 

pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan pengendalian terhadap 

pelaksanaan kebijakan Bank. 

 

Pasal 33 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2)  

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b  

Cukup jelas. 

 
Huruf c … 
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Huruf c 

Pengaturan rapat antara lain mengatur tentang agenda rapat, 

persyaratan quorum, pengambilan keputusan, hak  anggota 

dalam hal terdapat perbedaan pendapat  dalam pengambilan 

keputusan dan risalah rapat. 

 

Pasal 34 

Cukup jelas. 

 

Pasal 35 

Ayat (1)  

Yang dimaksud dengan kebijakan dan  keputusan strategis adalah 

keputusan Bank yang dapat mempengaruhi keuangan Bank secara 

signifikan dan/atau memiliki dampak yang berkesinambungan 

terhadap anggaran, sumber daya manusia, struktur organisasi, 

dan/atau pihak ketiga. 

Ayat (2) 

Cukup jelas.  

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5)  

Cukup jelas. 

 

 

 Pasal 36 … 
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Pasal 36 

Cukup jelas. 

 

Pasal 37 

Ayat (1)  

Cukup jelas.  

Ayat (2)  

Tidak termasuk dalam pengertian keuntungan pribadi antara lain 

dalam hal anggota Direksi sebagai nasabah Bank menerima 

penghasilan bunga/imbalan secara wajar. 

Ayat (3)  

Cukup jelas. 

 

Pasal 38 

Ayat (1) 

Cukup jelas.  

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas.  

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

 

 

 

 
Ayat (5) … 
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Ayat (5) 

Yang dimaksud dengan memiliki integritas yang baik antara lain 

tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus Bank Indonesia dan daftar 

kredit macet, yang didukung dengan surat pernyataan pribadi. 

 

Pasal 39 

Ayat (1)  

Cukup jelas.  

Ayat (2)  

Cukup jelas.  

Ayat (3) 

Cukup jelas.  

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Yang dimaksud dengan memiliki integritas yang baik antara lain 

tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus Bank Indonesia dan daftar 

kredit macet, yang didukung dengan surat pernyataan pribadi.  

 

Pasal 40 

Ayat (1) 

Cukup jelas.  

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

 
Ayat (4) … 
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Ayat (4) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 41 

Cukup jelas.  

 

Pasal 42 

Cukup jelas.  

 

Pasal 43 

Ayat (1)  

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 44 

Huruf a  

Cukup jelas  

Huruf b 

Yang dimaksud dengan Komite Manajemen Risiko dan  Satuan Kerja 

Manajemen Risiko adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 

Bank Indonesia tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank 

Umum. 

 
Pasal 45 … 
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Pasal 45 

Cukup jelas. 

 

Pasal 46 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan cadangan adalah cadangan sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas. 

Huruf b 

Remunerasi yang dikaitkan dengan prestasi kerja individual 

dimaksudkan agar tercapai kesetaraan antara hasil kerja individual 

dengan imbalan yang diterima oleh individu yang bersangkutan.  

Huruf c 

Yang dimaksud dengan peer group adalah kesetaraan jabatan pada 

intern Bank dan pada beberapa bank sejenis, antara lain  dari sisi aset 

dan karakteristik. 

Huruf d 

Cukup jelas.  

 

Pasal  47 

Ayat (1) 

Cukup jelas.  

Ayat (2)  

Cukup jelas. 

Ayat (3)  

Cukup jelas. 

 
Pasal 48 … 
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Pasal 48 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2)  

Cukup jelas. 

Ayat (3)  

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 49 

Cukup jelas. 

 

Pasal 50 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 51 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

 

 
Ayat (2) … 
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Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 52 

Ayat (1)  

Pelaksanaan audit laporan keuangan Bank antara lain dimaksudkan 

untuk meningkatkan kualitas pelaporan dan akurasi penyajian kondisi 

keuangan Bank. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3)  

Cukup jelas. 

 

Pasal 53 

Cukup jelas. 

 

Pasal 54 

Cukup jelas. 

 

Pasal 55 

Cukup jelas. 

 

 

 
Pasal 56 … 
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Pasal 56 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan rencana korporasi (corporate plan) adalah 

rencana strategis dalam jangka panjang dalam rangka mencapai 

tujuan Bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia 

tentang Bank Umum. 

Yang dimaksud dengan rencana bisnis (business plan) adalah rencana 

kegiatan usaha Bank jangka pendek (satu tahun) dan jangka 

menengah (tiga tahun), termasuk strategi untuk merealisasikan 

rencana tersebut, rencana untuk memperbaiki kinerja usaha, dan 

rencana pemenuhan ketentuan kehati-hatian sesuai dengan target dan 

waktu yang ditetapkan. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 57 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan kondisi non-keuangan meliputi antara lain 

kepengurusan, kepemilikan, perkembangan usaha Bank dan 

kelompok usaha Bank, strategi dan kebijakan manajemen, dan 

laporan manajemen. 

Ayat (2) 

Cukup jelas.  

 

 Pasal 58 … 
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Pasal 58 

Cukup jelas. 

 

Pasal 59 

Cukup jelas. 

 

Pasal 60 

Yang dimaksud dengan benturan kepentingan antara lain adalah perbedaan 

antara kepentingan ekonomis Bank dengan kepentingan ekonomis pribadi 

pemilik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif, 

dan/atau pihak terkait dengan Bank. 

Ketentuan dalam Pasal ini pada dasarnya dimaksudkan agar anggota dewan 

Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif menghindarkan diri dari 

pengambilan suatu keputusan dalam situasi dan kondisi ada benturan 

kepentingan. Namun demikian apabila  keputusan tetap harus diambil maka 

pihak-pihak dimaksud wajib mengutamakan kepentingan ekonomis Bank 

dan menghindarkan Bank dari kerugian yang mungkin timbul atau 

kemungkinan berkurangnya keuntungan Bank serta wajib mengungkapkan 

kondisi benturan kepentingan tersebut dalam setiap keputusan. 

Dalam kaitan ini, pemberian perlakuan istimewa kepada pihak-pihak 

tertentu di luar prosedur dan ketentuan yang berlaku termasuk dalam 

kategori benturan kepentingan yang menimbulkan kerugian Bank atau 

mengurangi keuntungan Bank, antara lain pemberian suku bunga yang 

tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. 

 

 
Pasal 61 … 
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Pasal 61 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Pengungkapan paket/kebijakan remunerasi ini menjadi tolok 

ukur Stakeholders dalam menilai kesesuaian remunerasi dengan 

hasil kinerja Bank yang dikelola Komisaris dan Direksi Bank. 

Yang dimaksud dengan fasilitas lain adalah fasilitas yang 

diterima tidak dalam bentuk keuangan, antara lain fasilitas 

perumahan, fasilitas transportasi dan fasilitas asuransi 

kesehatan. 

Huruf e 

Cukup jelas. 

Huruf f 

Cukup jelas. 

Huruf g 

Cukup jelas. 

 

 
Huruf h … 
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Huruf h 

Penyimpangan (internal fraud) dalam ketentuan ini dibatasi 

pada penyimpangan yang berkaitan dengan operasional Bank 

dan mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan.   

Huruf i 

Permasalahan hukum dalam ketentuan ini meliputi 

permasalahan hukum perdata dan pidana.  

Huruf j 

Cukup jelas. 

Huruf k 

Cukup jelas. 

Huruf l 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

 

Pasal  62 

Ayat (1) 

Penyampaian laporan pelaksanaan Good Corporate Governance 

kepada pemegang saham diutamakan untuk pemegang saham 

pengendali sedangkan untuk pemegang saham lain didasarkan atas 

pertimbangan tingkat efisiensi dan tingkat kepentingan dari setiap 

Bank. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

 

 
Ayat (3) … 
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Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 63 

Cukup jelas. 

 

Pasal 64 

Cukup jelas. 

 

Pasal  65 

Ayat (1)  

Cukup jelas. 

Ayat (2)  

Cukup jelas. 

Ayat (3)  

Cukup jelas. 

 

Pasal 66 

Ayat (1)  

Cukup jelas. 

 

 
Ayat (2) … 
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Ayat (2)  

Cukup jelas. 

Ayat (3)  

Cukup jelas. 

 

Pasal 67 

Ayat (1) 

Pemberlakuan ketentuan yang sama antara kantor cabang bank asing 

dengan Bank yang berkantor pusat di Indonesia karena prinsip dan 

cakupan pelaksanaan Good Corporate Governance bersifat universal 

bagi setiap jenis bank. 

Ayat (2)  

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 68 

Cukup jelas.  

 

Pasal  69 

Cukup jelas. 

 

Pasal  70 

Cukup jelas. 

 

 
Pasal 71 … 
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Pasal 71 

Cukup jelas. 

 

Pasal 72 

Cukup jelas. 

 

Pasal 73 

Cukup jelas. 

 

Pasal 74 

Cukup jelas. 

 

Pasal 75 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan hari adalah hari kerja.  

Ayat (2) 

Bank yang telah dikenakan sanksi kewajiban membayar pada ayat ini 

tidak dikenakan sanksi keterlambatan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1). 

Ayat (3) 

Cukup jelas.  

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

 

 

 Pasal 76 … 
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Pasal 76 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 77 

Cukup jelas. 

 

Pasal 78 

Cukup jelas.  

 

Pasal 79 

Cukup jelas. 
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